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ABSTRACT 
The Sebambangan tradition in Kedaton Kalianda Village still often occurs, some young people 
often carry out this tradition alone without relatives or family members, even though it is clear 
that both of them are not yet mahram, and this practice occurs without giving any news in the 
form of letters or messages of trust through neighbors, close relatives to convey the escape to the 
girl's parents. The results of the study show the view of Maqashid Al-Shari'ah, the 
implementation of Sebambangan is an act that violates the law and deviates from the sharia and 
Islamic religion. This form of violation is because it violates the obligation of a child to respect, 
obey and serve both parents. Then it violates one's obligation to stay away from adultery which 
is strictly forbidden by Allah SWT. Sebambangan customs in practice are close to adultery. Based 
on Positive Law in the criminal realm, this practice includes a violation of the Criminal Code 
Article 332 paragraph 1, namely taking away a girl without the consent of her parents/guardians, 
but this only applies if there is a complaint of violation by parents to the police and if there is a 
complaint can also be resolved by consensus according to applicable customs. 
Keywords: Sebambangan Tradition, Maqashid Al-Shari'ah, Positive Law. 
 
ABSTRAK 
Tradisi Sebambangan di Desa Kedaton Kalianda masih sering terjadi, beberapa anak 
muda sering melaksanakan tradisi ini sendirian tanpa kerabat atau anggota keluarga, 
meskipun sudah jelas keduanya belum mahram, dan praktek ini terjadi tanpa memberi 
kabar apapun berupa surat atau pesan titipan melalui tetangga, kerabat dekat untuk 
menyampaikan pelarian tersebut kepada orangtua gadis. Hasil penelitian 
menunjukkan pandangan Maqashid Al-Syari'ah, pelaksanaan Sebambangan 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang dari syariat dan 
agama Islam. Bentuk pelanggaran ini karena melanggar kewajiban seorang anak yang 
harus menghormati, mematuhi dan melayani kedua orangtuanya. Kemudian 
melanggar kewajiban seseorang untuk menjauhi zina yang dilarang keras oleh Allah 
SWT. Adat Sebambangan dalam praktiknya dekat dengan perzinahan. Berdasarkan 
Hukum Positif di ranah pidana, praktik ini termasuk pelanggaran KUHP Pasal 332 ayat 
1, yaitu membawa pergi seorang anak perempuan tanpa persetujuan orang 
tua/walinya, namun hal ini hanya berlaku jika terdapat pengaduan pelanggaran oleh 
orang tua kepada polisi saja dan jika ada Pengaduan juga dapat diselesaikan secara 
mufakat sesuai adat istiadat yang berlaku. 
Kata kunci: Tradisi Sebambangan, Maqashid Al-Syari'ah, Hukum Positif 
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PENDAHULUAN 
Pada hakikatnya seorang manusia, laki-laki ataupun perempuan memiliki fitrah 

saling menyukai, dan mencintai satu sama lain. Islam membuat jalan yang baik dan 
terhormat untuk membangun kasih sayang antara dua insan tersebut yaitu dengan 
jalan pernikahan. Dengan adanya pernikahan akan terlahir kelak keturunan-keturunan 
yang baik dan terhormat. Karenanya, bagi mereka yang memiliki kesucian fitrah 
pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat dinanti.  (Henni Zein , 2019, 2) 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran bahwasannya tujuan dari 
pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah : 

 
رَ  وَدَّةً وَّ ا اِليَْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُمْ مَّ نْ انَْفُسِكُمْ ازَْوَاجًا لِِّتسَْكنُُوْْٓ يٰتٍ لِِّقَوْمٍ يَّتفََكَّرُوْنَ  وَمِنْ اٰيٰتِه انَْ خَلقََ لَكُمْ مِِّ حْمَةً ۗ اِنَّ فيِْ ذٰلِكَ لََٰ

(  ٢١)الروم:   
 
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir” (Q.S. Ar-Ruum: 21). (Kementerian Agama RI, 2021, 406) 
 
Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim 

menjelaskan tentang usaha seorang muslim untuk bisa menjaga dirinya dan 
kemaluannya dari berbuat zina. Jika tak mampu hendaknya ia berpuasa. 

 
  ِ ِ بْنِ مَسْعُودٍ  رضى الله عنه قَالَ لنََا رَسُولُ اََللَّّ صلى  عَنْ عَبْدِ اََللَّّ يَا    الله عليه وسلم    مَعْشَرَ الَشَّبَابِ ! مَنِ اسْتطََاعَ   

جْ  وْمِ فَإنَِّهُ لَهُ وِجَاءٌ". مِنْكُمُ الَْبَاءَةَ فلَْيَتزََوَّ )مُتَّفقٌَ عَلَيْهِ(.  فَإنَِّهُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ, وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ ,وَمَنْ لَمْ يسَْتطَِعْ فَعلَيَْهِ بِالصَّ  
 
“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, 
hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga 
kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat 
meringankan syahwatnya.” (H.R. Muttafaq Alaih). ( Syarah Bulughul Maram, 2013, 
423) 
 
Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwasannya 

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau mitsaqon gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah”. (Sekretariat Kabinet RI, 2014, 2) 

Di masyarakat Lampung ada sebuah tradisi pernikahan yang biasa disebut 
Sebambangan yakni merupakan suatu tradisi yang mana pihak laki-laki melarikan gadis 
yang dicintainya kemudian di bawa ke kediaman keluarga laki-laki. Namun bukanlah 
berarti hal ini atas paksaan laki-laki (bujang) melainkan memang kesepakatan antara 
laki-laki dan perempuan, tetapi memang tanpa sepengetahuan pihak keluarga gadis. 

(Sabaruddin Sa, 2013, 103) 
Penyebab terjadinya Sebambangan biasanya karena faktor ekonomi sang 

Mekhanai  kurang mencukupi, atau si Muli yang sebelumnya sudah dijodohkan oleh 
kedua orang tuanya dengan laki-laki lain. (Rahmat Budi Nuryadin, 2019, 3) 

Dalam pelaksanaan Sebambangan pun ketika sang Mekhanai (bujang) melarikan 
si Muli (gadis), sang Mekhanai harus menyelipkan pesan tertulis berupa sepucuk surat 
dan beberapa jumlah uang yang biasanya diletakkan di bawah tempat tidur ataupun 
juga tempat-tempat lain yang sering dijamah, sebagai pemberitahuan kepada orang tua 
si Muli bahwasannya sang Mekhanai telah membawa lari si Muli dengan harapan 
mendapatkan persetujuan dari orang tua pihak wanita. (Siti Faizatun Nufus, 2018, 4) 
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Walaupun terkadang belum tentu keluarga pihak wanita akan luluh dan setuju dengan 
perkawinan tersebut. 

Walaupun terkadang belum tentu keluarga pihak wanita akan luluh dan setuju 
dengan perkawinan tersebut. 

Namun dalam pelaksanaannya tak jarang Sebambangan ini di salah artikan oleh 
beberapa kaum muda di daerah Kedaton Kalianda Lampung Selatan dengan 
melakukan larian berdua padahal bukan mahramnya, kemudian ada pula seorang 
bujang yang melarikan anak gadis tanpa meninggalkan kabar atau keterangan sama 
sekali seperti seharusnya adat Sebambangan ini terlaksana yakni dengan meninggalkan 
surat dan uang tengepik, sehingga dengan hal seperti itu akan mengganggu citra dan 
hakikat dari pernikahan itu sendiri yakni jalinan kabahagiaan dan kedamaian di antara 
keduanya karena bila sebuah hal bermulanya sudah salah maka akan berdampak 
setelahnya kesalahan pula.  

Kemudian pun terlihat sangat berpengaruh terhadap pembentukan mindset 
para anak-anak remaja dengan selalu berfikiran tak perlu melibatkan orang tua untuk 
perihal berhubungan dengan pasangan yang dicintainya padahal sejatinya izin orang 
tua sangatlah penting. 

Tentunya bagi masyarakat yang beragama Islam dan patuh dengan undang-
undang, permasalahan Sebambangan ini sangat unik dan menarik sekali untuk diketahui 
bagaimana kepastian hukumnya dalam Islam dan Hukum Positif yang berlaku di 
Indonesia. 

 
METODE PENELITIAN 

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data Primer berupa wawancara tokoh adat, ulama, masyarakat yang ada di Desa 
Kedaton Kalianda Lampung Selatan. Sedangkan Data Sekunder bersumber dari buku-
buku, jurnal, artikel, skripsi, atau sumber data yang relevan dan berhubungan dengan 
penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui pengamatan (observasi), 
wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedaton 
Kalianda Lampung Selatan. Bentuk analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 
kualitatif deskriptif (research deskriptif) yakni setelah data terkumpul selanjutnya adalah 
melakukan Editing data, Reduksi data, Mendeskripsikan, lalu menarik kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1) Pelaksanaan Adat Sebambangan dalam Masyarakat Kedaton Kalianda Lampung 

Selatan 
Sebambangan merupakan sebuah adat khas masyarakat daerah Lampung 

dimana ada pasangan pemuda dan pemudi yang saling mencintai satu sama lain 
namun hubungan keduanya terhalang restu dan izin orang tua pihak wanita, sehingga 
sang lelaki membawa wanita yang dicintainya pergi dari kediamannya, dengan 
meninggalkan pesan yang bisa berupa ucapan yang dititipkan oleh tetangga atau teman 
sang wanita, ataupun tulisan berupa sepucuk surat untuk disampaikan kedua orang 
tua wanita tersebut bahwasannya mereka melaksanakan Sebambangan.  

Proses Sebambangan yang dilaksanakan pemuda dan pemudi berdasarkan 
analisis peneliti tidaklah bermaksud melarikan diri kemudian menikah tanpa 
persetujuan orang tua/wali dari sang wanita, melainkan maksud mereka melakukan 
Sebambangan ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan rasa saling mencintai dan 
keseriusan antara mereka berdua untuk membangun mahligai rumah tangga, sehingga 
harapannya orang tua/wali sang wanita dapat mempertimbangkan dan memikirkan 
kembali akan keputusannya diawal yang sebelumnya tidak merestui hubungan antara 
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keduanya lantaran beberapa sebab, menjadi bisa menerima dan merestui untuk 
keduanya bisa menjalin hubungan yang lebih serius yakni ke jenjang pernikahan. 

Kemudian, yang penulis analisis dari penolakan orang tua/wali sang wanita 
yang kemudian menyebabkan keduanya melakukan Sebambangan ada beberapa hal 
yakni: 

1. Calon suami sang anak belum mempunyai pekerjaan 
2. Calon suami sang anak ekonominya rendah 
3. Tidak bisa memenuhi uang Jujokh yang diminta orang tua/wali sang wanita 
4. Perbedaan level dalam tingkat adat istiadat 
5. Sang wanita masih memiliki kakak yang belum menikah (Maria, 2023) 

Pelaksanaan Sebambangan yang ada di masyarakat daerah Lampung ada 
beragam perbedaan, namun penulis disini bermaksud ingin menguraikan terkait 
prosesi Sebambangan yang terjadi di daerah Kedaton Kalianda Lampung Selatan 
sebagaimana hasil wawancara dari berbagai sumber terpercaya dan obervasi lapangan 
yang telah penulis simpulkan sebagaimana berikut; 

a. Tengepik 
Merupakan sebuah peninggalan dari bujang dan gadis yang ingin 

melakukan larian (Sebambangan), berupa sebuah pesan atau surat yang berisi 
kabar bahwasannya mereka melakukan Sebambangan, yang biasanya dititipkan 
dengan kerabat sang gadis atau tetangga terdekat dari rumahnya, terkadang 
bisa pula diletakkan di meja, atau kasur dari kamar gadis tersebut dengan tujuan 
mudah ditemukan oleh pihak keluarga gadis. 

b. Ngattak Pengunduran Senjato / Ngattak Salah 
Pihak keluarga bujang yang mengutus perwakilan biasanya kepala adat 

atau tokoh masyarakat kediaman sang bujang untuk berdiskusi dengan kepala 
adat kediaman sang gadis terkait apa yang terjadi sehingga diharapkan bisa 
mencapai mufakat dan kedamaian dari permasalahan yang terjadi. 

c. Bepadau / Bebalah 
Setelah pertemuan antara kepala adat keluarga pihak gadis dan bujang 

kemudian disepakatilah untuk mengunjungi kediaman sang gadis, yang 
biasanya dalam momen ini keluarga pihak bujang membawa bahan-bahan 
pangan atau yang sering adalah kopi karena biasanya sebagai teman mengobrol 
dan berdiskusi khas masyarakat Lampung, dengan pertemuan diawali dengan 
permintaan maaf pihak keluarga bujang kepada pihak keluarga sang gadis, 
kemudian membicarakan kepada keluarga sang gadis terkait maksud dan 
tujuan mereka yakni harapannya ingin mendapat ridho dan restu untuk 
melaksanakan pernikahan.   

d. Manjau Mengiyan & Sujud 
Prosesi ini adalah bilamana permohonan keluarga sang bujang diterima 

oleh keluarga pihak gadis yakni prosesi pengenalan seluruh anggota keluarga 
sang bujang kepada keluarga sang gadis, yang kemudian biasanya disertai 
dengan sujud syukur oleh sang bujang kepada seluruh anggota keluarga sang 
gadis yang hadir kala itu sebagai kesyukuran dan rasa hormat sang bujang atas 
lamarannya yang diterima. 

e. Penggadew Rasan & Cuak Mengan 
Maka, setelah diterima dan disepakatinya permohonan sang bujang 

ditentukanlah waktu pernikahan antara sang bujang dan gadis dengan 
kesepakatan antara kedua belah pihak, dan setelah disepakati maka 
berlangsunglah pernikahan mereka dengan disertai (cuak mengan) makan 
bersama dengan mengundang keluarga, masyakarat, dan kerabat dekat antara 
kedua belah pihak. (Herwanidzar, 2023)   
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2) Pandangan Maqashid Al-Syariah terhadap Pelaksanaan Sebambangan di Desa 
Kedaton Kalianda Lampung Selatan. 

Maqashid Al-Syariah yakni dalam hal kebutuhan pokok berupa penjagaan 
terhadap 5 aspek yakni: 

a) Agama 
b) Nyawa atau Jiwa 
c) Akal 
d) Keturunan 
e) Harta (Umi Kulsum, 2022, 61-62) 

Pada kasus Sebambangan yang ada di Desa Kedaton Kalianda ini, sebagaimana 
yang telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, bahwasannya merupakan 
sebuah kewajiban seorang anak untuk patuh dan taat serta berbakti kepada kedua 
orangtuanya: 

 
ا يبَْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ احََ  ْٓ ايَِّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احِْسٰنًاۗ اِمَّ ا اِلََّ لََ تنَْهَرْهُمَا وَقَضٰى رَبُّكَ الَََّ تعَْبُدُوْْٓ ٍ وَّ دُهُمَآْ اوَْ كِلٰهُمَا فلَََ تقَُلْ لَّهُمَآْ افُِّ

 وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًَ كَرِيْمًا 
 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 
seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia.” (Kementrian Agama RI, 2021, 284) 

 
Kemudian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 

32:  
نٰىْٓ    انَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبيِْلًَ وَلََ تقَْرَبُوا الزِِّ

 
Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan 
suatu jalan yang buruk. 
 
Lalu, Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan 

oleh At-Thabrani sebagai berikut: 
 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ِ صَلَّى اَللَّّ ُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اَللَّّ :اِيَّاكَ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسَِاءِ وَالَّذِىْ نفَْسِى بِيَدِهِ    وَعَنْ أبَىِ أمَُامَةِ رَضِىَ اَللَّّ
خًابطِِيْنٍ أوَْ حَمَأةٍَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَزْحَمَ مِنْكِبُهُ  مَاخَلََ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ اِلََّ دَخَلَ الشَّيْطَانُ بيَْنَهُمَا وَلَََنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْزِيْرًا مُتلَطَِِّ

 .مَنْكِبَ امْرَأةٍَ لََ تحَِلُّ لَهُ 
 

Diriwayatkan dari Abi Umamah radiyallahu anhu dari Rasulullah. Rasul bersabda, 
“Awas jauhilah bersepi-sepian (berduaan) dengan wanita. Demi Allah yang nyawaku 
ada pada kekuasan-Nya, tidak lah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali masuk 
setan di antara keduanya. Sungguh bilamana berhimpitan seorang laki-laki dengan babi 
yang berlumuran lumpur itu lebih baik bagi lelaki itu daripada menyenggolkan 
pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya”. (Andrian Saputra,  
2023) 
 
Dari ayat Al-Quran dan Hadist sebagaimana disebut di atas jelas bahwasannya 

pelaksanaan Sebambangan tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam karena melanggar 
aturan Maqashid Al-Syariah yakni di mana seorang anak perempuan pergi dengan 
kekasih yang bukan mahramnya tentu merupakan hal yang dilarang dalam syariat dan 
hukumnya jelas adalah Haram,  ditambah lagi tanpa adanya izin dari orangtua di mana 
mereka merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan setiap anak terlebih 
lagi seorang ibu di mana surga terletak pada kedua telapak kakinya, yang maknanya 
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adalah seorang anak harus hormat, patuh dan berbakti kepadanya karena keridhaan 
kedua orangtua terutama ibu merupakan jalan untuk menggapai keridhaan Allah SWT.  

Maka, aspek pokok pelaksanaan Sebambangan yang ada di Desa Kedaton 
Kalianda, menurut pandangan Maqashid Al-Syariah merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan menyimpang dari apa yang telah tercantum dalam syariat dan 
agama Islam.   

Bentuk pelanggaran dan penyimpangan dari pelaksanaan praktek Sebambangan 
yang ada di Desa Kedaton Kalianda adalah sebagaimana berikut: 

1. Melanggar kewajiban seorang anak yang harus hormat, patuh dan berbakti 
terhadap kedua orang tuanya. Karena adat Sebambangan pada prakteknya 
membawa lari tanpa izin kedua orang tua.  

2. Melanggar kewajiban seseorang untuk menjauhi perbuatan zina yang sangat 
dilarang oleh Allah SWT. Karena adat Sebambangan pada prakteknya telah 
mendekati perbuatan zina. 

3) Pandangan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Sebambangan di Desa Kedaton 
Kalianda Lampung Selatan 

Sebagaimana Sebambangan merupakan sebuah adat pernikahan dalam 
masyarakat Lampung yang masih menuai banyak kritik terkait keabsahan dan 
kemaslahatan serta kebolehannya baik dari sisi agama maupun hukum yang berlaku di 
negara, karena pemahaman mereka yang menganggap Sebambangan merupakan 
pernikahan paksa dengan menculik atau membawa lari sang gadis baik dengan 
persetujuan sang gadis tersebut maupun karena dipaksa oleh sang lelaki, tentu hal ini 
jika ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia ada sebuah pasal yang jelas 
menegaskan bahwasannya hal ini akan mendapat sanksi pidana. 

Yang dimaksud di atas yakni ada dalam Pasal 332 Ayat (1-4) Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP), bahwasannya: 

1. Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara: 
a) “Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum 

dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, 
dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam 
maupun di luar perkawinan”;  

b) “Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan 
tipu muslihat, kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap 
wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. 

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. 
3. Pengaduan dilakukan: 

a) Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang 
harus memberi izin bila dia kawin. 

b) Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya. 
4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap 

perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgelijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan 
pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal  (Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana , 1945) 

Namun sebagaimana pada pasal di atas pula bahwa sanksi pidana melarikan 
anak gadis seseorang akan berlaku bilamana adanya delik aduan dari pihak keluarga 
ataupun orang tua gadis tersebut dan selama tidak ada maka tidaklah berlaku sanksi 
pidana yang ada dalam pasal tersebut.  

Kemudian terkait batas di bawah umur seseorang adalah sebagaimana pada 
pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 tahun 2019 yakni pernikahan haruslah "Mencapai batas umur 
minimal yang telah di sepakati. Yakni lelaki dan perempuan masing-masing berusia 19 tahun”. 

(Menteri Hukum dan HAM RI, 2019,  3) 
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Lalu dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 "Setiap 
orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 tahun". (Sekretaris Negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 
2002), h. 25) 

Namun sebenarnya apa yang peneliti dapati dari hasil penelitian bahwasannya 
Sebambangan bukanlah membawa lari seorang gadis dengan paksa atau tanpa 
persetujuan sang gadis namun memang karena kemauan sang gadis dan kesepakatan 
antara keduanya untuk melarikan diri. Memang dari satu sisi sang lelaki jika dikaitkan 
perlakuannya dengan pasal yang berlaku di atas jelas akan dikenakan sanksi pidana 
bilamana yang dibawa lari adalah seorang gadis yang masih dibawah umur, akan tetapi 
karena memang apa yang mereka lakukan ini menjadi kebiasaan yang sudah ada dalam 
adat istiadat di lingkungan mereka maka biasanya mereka menitip sebuah pesan 
berupa surat dan atau pesan omongan kepada tetangga atau kerabat dekat sang gadis 
untuk disampaikan kepada orangtua sang gadis sebagai pemberitahuan bahwasannya 
mereka berdua melakukan Sebambangan namun hal ini memang tak bisa di pungkiri 
apabila keluarga pihak gadis bersikeras tetap ingin menuntut sang lelaki dengan pasal 
pidana di atas maka tetap jatuhlah hukum pidana tersebut kepada sang lelaki, namun 
biasanya dalam hal ini karena merupakan kebiasaan adat istiadat biasanya dilakukan 
negosiasi dan diselesaikan secara mufakat sesuai adat istiadat yang ada sehingga tidak 
sampai kepada ranah pidana. 

Adapun pada kasus Sebambangan yang peneliti dapati di Daerah kedaton ada 
perihal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan negara yakni membawa lari 
perempuan dibawah umur dari kediamannya tanpa izin orangtuanya.  

Akan tetapi karena memang tidaklah sang lelaki membawa seorang perempuan 
serta merta tanpa ada pemberitahuan kepada pihak keluarga sang wanita, yakni 
melainkan sang lelaki meninggalkan surat atau pesan yang biasanya di sampaikan ke 
tetangganya ataupun kerabat dekatnya, maka penyelesaian yang dipakai adalah secara 
mufakat dan damai tidak ada melibatkan dengan ranah hukum pelarian anak 
perempuan sama sekali. 

Maka sebagaimana pelaksanaan adat Sebambangan di Desa Kedaton 
berdasarkan Hukum Positif dengan peninjauan berdasarkan Hukum Pidana yakni 
dalam Pasal 332 ayat 1-4 KUHP secara umum jelas melanggar ketentuan hukum yang 
ada dan dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bilamana tidak adanya delik aduan dari 
pihak keluarga sang gadis maupun dari orang tuanya, ataupun penyelesaiannya 
dilaksanakan dengan mufakat maka tidaklah berlaku sanksi pidana tersebut terhadap 
sang lelaki. 
 
KESIMPULAN 
1. The Sebambangan merupakan sebuah adat khas masyarakat daerah Lampung di 

mana ada pasangan pemuda dan pemudi yang saling mencintai satu sama lain 
namun hubungan keduanya terhalang restu dan izin orang tua pihak wanita, 
sehingga sang lelaki membawa wanita yang dicintainya pergi dari kediamannya, 
dengan meninggalkan pesan yang bisa berupa ucapan yang dititipkan oleh tetangga 
atau teman sang wanita, ataupun tulisan berupa sepucuk surat untuk disampaikan 
kedua orang tua wanita tersebut. 

2. Berdasarkan pandangan Maqashid Al-Syariah pelaksanaan Sebambangan yang ada di 
Desa Kedaton Kalianda, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
menyimpang dari apa yang telah tercantum dalam syariat dan agama Islam. Bentuk 
pelanggaran dan penyimpangan dari pelaksanaan praktek Sebambangan yang ada 
di Desa Kedaton Kalianda adalah sebagaimana berikut: 
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a. Melanggar kewajiban seorang anak yang harus hormat, patuh dan berbakti 
terhadap kedua orang tuanya. Karena adat Sebambangan pada prakteknya 
membawa lari tanpa izin kedua orang tua.  

b. Melanggar kewajiban seseorang untuk menjauhi perbuatan zina yang sangat 
dilarang oleh Allah SWT. Karena adat Sebambangan pada prakteknya telah 
mendekati perbuatan zina.    

3. Berdasarkan Hukum Positif dengan peninjauan berdasarkan Hukum Pidana maka 
secara umum jelas praktek Sebambangan melanggar ketentuan hukum yang ada dan 
dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bilamana tidak adanya delik aduan dari pihak 
keluarga sang gadis maupun dari orang tuanya, ataupun penyelesaiannya 
dilaksanakan dengan mufakat maka tidaklah berlaku sanksi pidana tersebut 
terhadap sang lelaki. 
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